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RENSTRA DISHUB KABUPATEN SOPPENG 2016-2021 

BBAABB  I 

PENDAHULUAN 

  

  
1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang mana di dalamnya menganut perinsip otonomi daerah secara utuh di Daerah Kabupaten/ Kota. 

Undang-undang tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam  

menyelenggaran pemerintahan  yang demokratis, melibatkan peran serta masyarakat, pemerataan, 

dan keadilan, sumber daya yang tersedia. Setiap Daerah diwajibkan  untuk menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan program sesuai dengan 

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 yang merupakan 

penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. 

 Salah satu kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota adalah urusan di bidang Perhubungan.Keberhasilan pembangunan sangat 

dipengaruhi oleh peran perhubungan/transportasi, sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, 

sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dimana pembangunan sektor transportasi perhubungan 

diarahkan pada terwujudnya sistem transpormasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan 

diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika 

pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi serta 

mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan antara daerah, wilayah, maupun 

nasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Dalam mewujudkan sistem transportasi/perhubungan,yang handal dan berkemampuan 

tinggi, dihadapkan pada berbagai tantangan, peluang, dan kendala orang lain berupa perubahan 

lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, terjadinya globalisasi ekonomi, perubahan perilaku 

permintaan jasa transportasi, perkembangan ilmu penngetahuan, teknologi, dan kepedulian pada 

kelestarian lingkungan hidup, serta adanya keterbatasan sumber daya. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka perlu disusun suatu 

perencanaan kedepan dalam kurung waktu lima tahunan yang akan datang yang mana di dalam 

dokumen perencanaan tersebut berisi berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan yang 

terangkum dalam suatu perencanaan yang strategis (Renstra) Dinas perhubungan, di dalam rangka 

mewujudkan VISI Daerah kabupaten Soppeng Yaitu : 
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1.2 LANDASAN HUKUM 

 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, 

Kabupaten Soppeng antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan   Pemerintah   Nomor   65   Tahun   2005   tentang   Pedoman Penyusunan  dan  

Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian  dan  

Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan 

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan; 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; 

16. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan 

lomba Tertib Lalu lintas dan Angkutan Kota; 

18. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaringan 

Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008; 

20. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang  Tahapan  Tata  Cara  

Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

21. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan    Nomor  10  Tahun  2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025; 

22. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  9  Tahun  2009 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Atas  

Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2013  Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng 

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Setda, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten 

Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 91); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah 

Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, 

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi  Jasa  

Usaha;  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Soppeng  Tahun 2012 Nomor 5); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6); 

31. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Soppeng  Nomor  8  tahun  2012  tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas perhubungan Kabupaten Soppeng 

Periode 2016-2021 memiliki Maksud dan Tujuan sebagai berikut : 

a. Maksudnya  

Untuk memenuhi amanat  undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping Itu, adalah untuk menjabarkan Rencana 

Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Soppeng yang Mengacuh kepada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

b. Tujuan 

  Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, 

maupun kegiatan pembangunan dibidang Perhubungan/Transportasi, di Kabupaten Soppeng 

selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai dengan visi, misi, daerah kabupaten soppeng 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten 

Soppeng 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

RencanaStrategis Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng menggunakan sistematika 

penulisan yang terdiri dari : 

BAB  I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB  II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

2.2 Sumber Daya SKPD 

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 

2.4 TantangandanPeluangPengembanganPelayanan 

BAB  IIIISU-ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGASDANFUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS, KEBIJAKAN 

4.1 Visi Dan Misi SKPD 

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

4.3 Strategi dan Kebijakan 

BAB  V RENCANAPROGRAM DANKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF 

BAB  VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD 

BAB  VII PENUTUP 
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BBAABB  IIII  

  
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

  
 

2.1 TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI SKPD 

Tugas Pokok: Tugas Pokok  Kabupaten Soppeng yaitu Melaksanakan sebagai kewenangan 

Daerah di Bidang Perhubungan, yang menjadi tanggung Jawabnya dan 

Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku. 

Fungsi : Untuk Menyelenggarakan tugas pokok dimaksud,  Kabupaten Soppeng 

mempunyai fungsi Yaitu : 

- Perencanaan Pengorganisasin dan Pengendalian tugas-tugas 

ketatausahaan guna terwujudnya efisien dan efektifitas tugas-tugas operatif; 

- Penyusunan rencana program, pelaksanaan dan  pengendalian lalu lintas 

dan angkutan jalan; 

- Penginventarisasian dan pemberdayaan sarana dan prasarana Angkutan 

Darat/Sungai/Danau termasuk perbengkelan; 

- Pelaksanaan kegiatan perizinan dan pengujian kendaraan atau sarana 

angkutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

- Pelaksanaan pembinaan umum, tekhnis, koordinasi, dan pemasyarakatan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan di bidang 

perhubungan. 

- Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan kewenangan di bidang 

tugasnya. 

Struktur Organisasi 

 Berdasarkan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, dan Peraturan Bupati Soppeng 

Nomor : tentang Tugas. Fungsi dan rincian tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan  

Kabupaten Soppeng, telah mengalami perubahan/ penyesuaian yang terdiri dari : 

 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, Terdiri dari : 

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

- Sub. Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan 

3. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Terdiri dari : 
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- Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas  (LLAJ) dan Pengujian Kendaraan  

- Seksi Keselamatan, Ketertiban dan Inspeksi /Operasi 

- Seksi Pembinaan dan Pelayanan Angkutan Darat, sungai dan Danau 

4. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri dari: 

- Seksi Pembinaan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan 

- Seksi Peralatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 

- Seksi Pemberdayaan Terminal dan Pengelolaan Perparkiran 

Pembentukan unit pelaksana teknis pada Pemerintah kabupaten soppeng, terdiri dari : 

 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). 

 

 

 

 

 

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS 

UPT

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, 

PELAPORAN DAN 

KEUANGAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LANTAS DAN PENGUJIAN 

KENDARAAN

SEKSI KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN 

INSPEKSI/OPERASI

SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT, 

SUNGAI DAN DANAU

BIDANG TEKNIS SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PEMBINAAN OPERASIONAL, JARINGAN TRAYEK DAN 

PERIZINAN

SEKSI PERALATAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 

PERHUBUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI

SEKSI PEMBERDAYAAN TERMINAL DAN PENGELOLAAN 

PERPARKIRAN

KELOMPOK JAFUNG
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2.2  SUMBER DAYA MANUSIA SKPD 

Personil sebanyak : 

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak  :  52Orang 

- Pegawai Kontrak Terbatas :  :    6Orang 

- Jumlah     :  59Orang 

 Klasifikasi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan : 

- Golongan IV    :      7Orang 

- Golongan III    :     34 Orang 

- GolonganII    :      8 Orang 

- Golongan I    :       3 Orang 

 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan umum : 

- S 2     :      2 Orang 

- S 1     :    34 Orang 

- Sarjana  Muda    :      - 

- D 2     :      - 

- SLTA     :    13 Orang 

- SD     :      3 Orang 

Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan Tekhnis : 

- Pengolah Terminal   :     1 Orang 

- Diklat PKB    :     4 Orang 

- Jaringan Trayek    :     1 Orang 

- Administrasi PKB    :     1 Orang 

2.3 Sarana dan Prasarana 

 Adapun Perlengkapan Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng yang menunjang 

Pelaksanaan tugas oprasional antara lain : 

- Komputer/Laptop    : 26 Unit 

- Mesin ketik    : 5   Unit 

- Mobil Patroli    : 1   Unit 

- Mobil Dinas Jabatan   : 1   Unit 

- Motor BM    : 2   Unit  

- Motor dinas     : 11Unit 

- HT ( Handy Talky)   : 9   Buah  

- Faximile     : 2   Buah 

- Printer     : 17 Buah 
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- Scanner     : 2   Buah 

- Filling Kabinet    : 9   Buah 

- KipasAngin    : 2   Buah 

- AC Split     : 9   Buah 

- Televisi     : 1   Buah 

- Lemari Arsip    : 13 Buah 

- Meja Kerja Pejabat   : 9   Buah 

- Kursi Kerja pejabat   : 22 Buah 

- Kursi Rapat Pejabat   : 6   Buah 

- Meja Kerja    : 28 Buah 

- Portable Generating Set   : 1   Unit 

- Mesin Kompresor    : 1   Unit 

- Auto Left     1   Unit 

- Anak Timbangan Dari Besi   : 1   Unit 

- Hard Disk External   : 2   Buah 

- Modem     : 1   Buah 

 Nilai aset yang tetap yang dimiliki Dinas Perhubungan berikut : 

Tabel 2.1 

Nilai Aset Tetap Dinas Perhubungan  

 

 

 

 

 

No 

Uru

t

KODE 

BIDANG 

BARAN

G

JUMLAH

 BARANG

1 10.00

01 10

2 310.00

02 1

03 13

04 3

06 244

07 15

09 34

3 70.00

11 12

12 58

4 16.00

16 16

5 0.00

01 0

406

GOLO

NGAN
NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH HARGA

(Rp)

KETERANG

AN

01 GOLONGAN TANAH 1,884,721,000.00

TANAH 1,884,721,000.00

02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 3,580,035,134.00

ALAT-ALAT BESAR 134,863,000.00

ALAT-ALAT ANGKUTAN 384,789,740.00

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 444,486,000.00

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1,216,189,393.91

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 46,703,000.00

ALAT LABORATORIUM 1,353,004,000.09

03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 1,691,046,947.50

BANGUNAN GEDUNG 936,451,997.49

MONUMEN 754,594,950.01

04 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 573,249,014.00

JARINGAN 573,249,014.00

06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0.00

TOTAL 7,729,052,095.50
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2.4 KINERJA PELAYANAN SKPD 

Adapun kinerja pelayanan yang dianggap penting dikemukakan dalam   penulisan ini 

sebagai gambaran pelayanan  yang telah dilakukan selama pelaksanaan Renstra periode sebelumya 

antara lain:  

1. Capaian  

Peranan sektor Perhubungan, sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan 

kegiatan sektor lainya di Kabupaten Soppeng, termasuk daerah-daerah sekitarnya, Khusus pada 

sektor sarana/pelayanan angkutan penumpang dan barang serta akselerasi Transpotasi, di 

Kabupaten Soppeng.  

2. Hambatan 

Hambatan yang dialami pada saat ini oleh  Kabupaten Soppeng, dalam mengendalikan 

Operasional, Baik administrasi maupun dilapangan yang paling menonjol adalah : 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang masih rendah. 

2. Kedisiplinan Aparatur yang masih rendah. 

3. Dana Pengendalian Kegiatan Fisik yang masih rendah dibanding dengan kebutuhan. 

4. Sarana dan Prasarana kurang memadai. 

  Dalam melaksanakann strategi tersebut diatas, maka penyelenggaraan pemerintah 

minimal memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip tata pergaulan dalam bentuk : 

a. Sipakatau Sipakalebbi, artinya saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang 

lain dan senantiasa berlaku bijak dan duduk bersama merumuskan suatu masalah dan mencari 

jalan keluar yang terbaik. 

b. Mali Siparappe, Malelu  Sipakainge, Siwata  Menre Tessirui’no, artinya saling menguatkan, saling 

membantu atau saling mengingatkan dan tidak saling menjatuhkan. 

c. Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata, artinya hanya dengan bekerja 

keras terdapat kemudahan mendapat rahmat Tuhan. 

   Sebagai bahan pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, 

maka dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra 2011-2015 

sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah ini : 
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Tabel 2.2 
Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Perhubungan  
Kabupaten Soppeng 2011-2015 

 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 40,00 45,30 45,75 46,00 48,00 51,24 47,06 42,36 38,48 35,05 128% 104% 93% 84% 73%

2
3,00 3,35 3,45 3,45 3,5 2,34 2,34 2,71 2,74 2,17 78% 70% 79% 79% 62%

3
5,00 7,00 10,00 13,00 14,50 6,45 6,26 8,38 12,37 12,05 78% 112% 119% 105% 120%

4 Orang 650.000 705.000 750.000 775.000 800.000 698.400 698.400 820.800 881.280 858.240 107% 99% 109% 114% 107%

5 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 75% 75% 100% 100% 150%

6 Buah 6 6 8 8 8 4 4 5 6 6 67% 67% 63% 75% 75%

7 % 2,11 3,05 4,1 5,1 6,0 1,89 2,76 3,01 3,98 5,9 90% 90% 73% 78% 98%

8 % 82 85 87 90 91 81,5 80 85,59 82 83,5 99% 94% 98% 91% 92%

9 menit 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100% 100% 100% 100% 100%

MPU 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 70.000 70.000 100 100 100 60 60

Barang 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 80.000 80.000 100 100 100 66,67 66,67

11 % 90 90 95 95 95 84,67 88,57 108,50 114,80 82,00 94% 98% 114% 121% 86%

12 Buah 17 17 22 25 30 17 17 36 35 37 100% 100% 164% 140% 123%

13 Buah 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%

14 Buah 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100% 100% 100% 100% 100%

15 Buah 40 45 50 55 60 47 49 57 57 64 118% 109% 114% 104% 107%

16

17 Kali 2 3 4 5 6 3 3 4 3 5 150% 100% 100% 60% 83%

Pemasangan Rambu-Rambu

BIDANG INFOKOM

IKK

Jumlah Surat kabar nasional/Lokal

Jumlah Penyiaran Radio/ TV Lokal

Pameran Expo

Jumlah jaringan Komunikasi (Operator)

Website milik pemerintah Daerah

Angkutan Darat

Kepemilikan Keur Angkutan Umum

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Biaya pengujian angkutan umum

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan 

umum

Jumlah Orang/barang melalui dermaga / terminal 

per tahun

Satuan

IKK

ADA

Target 

SPM
NO

10

Jumlah BTS

BIDANG PERHUBUNGAN

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Rasio Izin Trayek

Jumlah Terminal bus

(2)

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-Target Renstra SKPD Tahun Ke-Target 

Indikator 

Lainnya

Target 

IKK

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 

***)
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Pengukuran capaian kinerja lainnya dilakukan dengan melakukan perbandingan rasio dan realisasi dan anggaran tahun 2011-2015 yang akan mencerminkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan organisasi. Potensi dan pendanaan pelayanan organisasi dengan realisasi anggaran sebagaimana 

disajikan pada tabel 2.3 : 

Tabel 2.3 
Realisasi penerimaan PAD Tahun 2011-2015 

Dinas Perhubungan  kabupaten Soppeng 
 

2011(000) 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah
524.000.000 490.000.000 520.000.000 720.000.000 350.000.000 475.076.000 404.838.000 691.569.519 720.568.238 514.720.000

90,7 82,62 133 100,08 147                34.800.000                    7.928.800 

Belanja tidak langsung 2.667.600.000 3.066.282.770 3.140.616.167 3.344.601.491 3.714.650.047 2.548.861.959 2.962.533.632 3.107.280.749 3.261.844.794 3.711.051.190 96 97 99 98 99,90             209.410.009               232.437.846 

-  Belanja pegawai 2.667.600.000 3.066.282.770 3.140.616.167 3.344.601.491 3.714.650.047 2.548.861.959 2.962.533.632 3.107.280.749 3.261.844.794 3.711.051.190 95,55 96,62 98,94 97,53 99,90             209.410.009               232.437.846 

Belanja langsung 1.193.417.750 1.448.841.000 2.545.810.400 2.633.236.948 3.008.033.197 1.151.387.293 1.441.696.341 2.469.492.370 2.633.237.096 2.676.648.478 96,48 99,51          97,00             102 88,98             362.923.089               305.052.237 

-  Belanja pegawai 157.220.000 73.040.000 53.540.000 332.360.000 247.115.000 155.190.000 71.240.000 53.540.000 317.531.000 236.096.000 98,71 97,54 100 71,04 95,54                17.979.000                 16.181.200 

-  Belanja barang dan jasa 546.494.000 902.922.500 1.410.559.900 1.469.627.525 1.727.728.247 526.394.000 884.686.941 1.363.463.670 1.349.995.548 1.452.404.478 96,32 98 97 99 84,06             236.246.849               185.202.096 

-  Belanja modal 489.703.750 472.878.500 1.081.710.500 1.052.705.800 1.033.189.950 469.803.293 455.769.400 1.052.488.700 965.710.548 988.148.000 96 96 97 92 96             108.697.240               103.668.941 

TOTAL 4.385.017.750 5.005.123.770 6.206.426.567 6.697.838.439 7.072.683.244 4.175.325.252 4.809.067.973 3.161.061.889 6.659.061.510 6.902.419.668 95 96 51 99 98          1.167.463.108           1.184.575.121 

Rata-rata Pertumbuhan

REALISASI PENERIMAAN PAD  TAHUN 2011-2015

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOPPENG

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
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2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 

 Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD 

provinsi , hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi 

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun 

mendatang.  

 Untuk perbandingan capaian kinerja Dinas Perhubungan  Kab. Soppeng dibandingkan 

dengan target sasaran kinerja Renstra Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2013-2018. Untuk tingkat kementerian capaian kinerja Dinas Perhubungan Kab. Soppeng 

dibandingkan dengan target sasaran Renstra Kementerian PerhubunganTahun 2015-2019. 

 

a. Hasil Analisis terhadap Renstra SKPD Provinsi, dan Renstra Kementrian 

Perhubungan  

 
Tabel 2.4 

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten 
terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L 

 

No Indikator Kinerja 

Capaian Sasaran 

Renstra SKPD 

Kabupaten Soppeng 

Sasaran pada 

Renstra SKPD 

Provinsi 

Sasaran pada 

Renstra  

Kementrian 

Perhubungan 

Sasaran pada 

Renstra  

Kementrian 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

1 Jumlah Arus penumpang angkutan umum 858.240 - 1.107.480.320 
 

- 

2 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis 6 26 23 
 

- 

 

b. Telaahan struktur Ruang Wialayah RTRW Kab. Soppeng 

   Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2029 

disusun untuk mengembangkan struktur dan pola ruang wilayah dalam tataran kabupaten 

melalui rencana struktur dan pemanfaatan ruang maupun rencana pengembangan prasarana 

wilayah. Selain itu Review RTRW KabupatenSoppeng juga menjadi pedoman bagi pemerintah 

kabupaten untuk menata ruang wilayah agar terwujud struktur dan pola ruang wilayah yang 

sinergis dan terpadu dalam sistem tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng. Sesuai dengan UU 

No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW KabupatenSoppeng juga mengacu pada 

tataran yang lebih makro yaitu RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan 

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014. 
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Tabel 2.5 
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah RTRW Kab. Soppeng 

 

No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 

Pemanfaatan Ruang Pada 

Periode Perencanaan 

Berkenaan 

Pengaruh Rencana Stuktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD 

Arahan 

Lokasi 

Pengemba

ngan 

Pelayanan 

SKPD 

A PUSAT-PUSAT KEGIATAN 

1 
Pengembangan Pusat 

Pelayanan Lingkungan (PPL) 
Ibu Kota Kabupaten 

Pengembangan Prasarana 

dan Sarana Dasar Kawasan 

Perkotaan 

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana(Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas 

keselamatan) yang mendukung fungsi kawasan 

- Pembangunan halte 

- Lalabata 

 

 

-  Lalabata 

 

2 
Pengembangan Pusat 

Pelayanan Kawasan (PPK) 
Ibu Kota Kecamatan 

Pengembangan Prasarana 

dan Sarana Dasar 
- Pememuhan sarana dan prasarana (Pengadaan dan pemasangan  Trafik Light ) 

 

-  Cabenge, 

 

B SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA 

1 Sistem Jaringan Jalan  
Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

-   Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 
-  Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 
-  Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan 

 
- 8 
kecamatan 
-  Balai 
pengujian 
UPTD  
 
-  PKB8 
Kecamatan 
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c.   Analisis Terhadap Dokumen  KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng 

 Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis 

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program.  

KLHS memuat kajian antara lain;  

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;  

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;  

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;  

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan  

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.  

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program  

pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya 

tampung sudah terlampaui, maka:  

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan 

rekomendasi KLHS; dan  

2.  Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.  

 Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS 

ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perhubungan 

berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu 

direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. 

Tabel 2.6 
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng 

Dinas Perhubungan  

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS 
Implikasi terhadap Pelayanan 

SKPD 

Catatan bagi Perumusan 
Program dan Kegiatan 

SKPD 

1. Perkiraan mengenai 
dampak dan risiko 
lingkungan hidup 

Pengaruh pembangunan 
infrastruktur terhadap lingkungan 
baik social, ekonomi maupun 
lingkungan hidup. Mengkaji 
dampak pembangunan dan 
aktifitas manusia terhadap 
lingkungan 

 Peningkatan jumlah sampah akibat 
aktifitas manusia di Terminal 

  Peningkatan polusi udara dan 
kebisingan 

 Peningkatan kegiatan 
Terpeliharanya kebersihan dan 
keindahan di terminal 

 peningkatan teknologi ramah 
lingkungan pada sektor 
transportasi 

.2 Tingkat kerentanan 

dan kapasitas 

adaptasi terhadap 

perubahan iklim 

Pengaruh pembangunan 

infrastruktur terhadap perubahan 

iklim dan efek global lainnya 

mengingat Soppeng memiliki 

kawasan hutan lindung terbesar di 

Sulawesi Selatan 

 Peningkatan Polusi udara akibat 

kendaraan 

 Pengadaan kendaraan angkutan 

ramah lingkungan dan rendah 

emisi (Kegiatan uji emisi rutin 

dilaksanakan) 
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BBAABB IIIII  

IISSUU--IISSUU  SSTTRRAATTEEGGIISS  BBEERRDDAASSAARRKKAANN  

TTUUGGAASS  DDAANN  FFUUNNGGSSII 

  
3.1  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng di 

Identifikasi permasalahan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 

Aspek Kajian 
Capaian  Saat 

ini 
Standar yang 

Digunakan 

Faktor Yang Mempengaruhi 
Permasalahan 

Pelayanan SKPD 
Internal (Kewenangan 

SKPD) 
Eksternal (Diluar 

Kewenangan SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kepemilikan 
keur angkutan 

umum 

83,50 % 
 

91,00 % Tidak adanya regulasi 
yang mengatur terkait 
mekanisme sanksi yang 
berupa denda bila tidak 
memperpanjang izin 
kelayakan jalan secara 
berkala (keur) 

Kurangnya kesadaran 
pemilik kendaraan umum 
untuk memperpanjang izin 
kelayakan jalan secara 
berkala 

Masih banyak 
angkutan umum 
yang belum 
memperpanjang 
izin kelayakan 
jalan secara 
berkala (keur) 

Izin Trayek 0,002 0,003 Tidak adanya regulasi 
yang mengatur terkait 
mekanisme sanksi yang 
berupa denda bila tidak 
memperpanjang Izin 
Trayek 

Kurangnya kesadaran 
pemilik kendaraan umum 
untuk memperpanjang Izin 
trayek 

Masih banyak 
angkutan umum 
yang belum 
memperpanjang 
Izin  Trayek 

Rambu-rambu 
lalu lintas 

82,00 % 95,00 % Kurangnya pengawasan, 
pembinaan dan 
pemanfaatan pentingnya 
rambu lalu lintas pada 
masyarakat umum 
maupun pengendara 
kendaraan umum 

Adanya oknum yang 
mencuri rambu-rambu lalu 
lintas yang telah terpasang 

Rambu lalu 
lintas yang 
sudah 
terpasang, 
banyak hilang 

 

 

Tabel 3.2 

Identifikasi Isu-Isu Strategi (Lingkungan Eksternal) 

NO 
ISU STRATEGIS 

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional 

1 Dekade aksi keselamatan lalu lintas jalan 

darat internasional periode 2011-2020 

Terbitnya Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang 

progran Dekade Aksi Kesamatan Jalan 

Pengawasan dan pengendalian lalu 

lintas mengurangi angka kecelakaan  

2 Globalisasi  perekonomian  Di tetapkannya MP3EL (master percepatan 

dan perluasan  pembangunan ekonomi 

Indonesia ) 

 Mempercepat pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten 

 

 

 



17 
 

 

RENSTRA DISHUB KABUPATEN SOPPENG 2016-2021 

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH 

A. VISI 

Visi dalam Pemerintah Daerah Kab. Soppeng ini dimaksudkan sebagai gambaran 

tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan. Antara gambaran masa 

depan yang hendak diwujudkan dengan gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan. 

Rumusan visi dalam hal ini berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam 

bergerak bersama menutup kesenjangan tersebut. 

RPJMD  Kabupaten  Soppeng  merupakan  penjabaran  RPJPD Kabupaten 

Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 

dan RPJMN 2015-2019. Karena itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Soppeng harus 

memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan berbagai dokumen perencanaaan 

tersebut. 

Visi  RPJPD  Kabupaten  Soppeng 2005-2015  adalah  “Soppeng  Yang Maju, 

Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni:  

Maju :     mempunyai    makna    bahwa    masyarakat    Kab.   Soppeng  berkeinginan 

maju dalam segala aspek kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan 

dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif. 

Adil : mengandung  makna  tidak  ada  diskriminasi  dalam  bentuk apapun,  

semua  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang sama dalam 

meningkatkan taraf kehidupan, memperolah pekerjaan, mendapatkan 

pelayanan, pendidikan, kesehatan, agama, mengemukakan pendapat, 

melaksanakan hak politik, menciptakan keamanan serta mendapatkan 

perlindungan dan kesamaan di depan hukum. 

Sejahtera :   Mempunyai    makna    bahwa    masyarakat    Kab.    Soppeng 

mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan spiritual, 

serta kesejahteraan lahir dan batin. 

Visi   RPJMN   2015-2019   adalah   “ Terwujudnya   Indonesia   Yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.  Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 

2016-2021  adalah : 

 

 

 

PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK 
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Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten  

Soppeng  “pemerintahannya  akan  lebih  melayani”  dan “daerahnya akan lebih baik”. 

Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan 

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. 

Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan 

kehadiran pemerintah  akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat 

kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk 

dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah 

terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan 

pertanian,  pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang 

berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, 

pelayanan kesehatan yang unggul dan  murah,  serta  kehidupan  beragama  yang  

kondusif  dan  tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. 

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng 

akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan 

pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 

2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal 

ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima 

tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, 

kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut. 

Keterkaitan Visi Kabupaten dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Soppeng dapat dilihat Suatu Peningkatan Pelayanan dan Penyebaran Akses 

Perhubungan, yang lebih baik., maka dengan ini sangat berhubungan erat terhadap 

pelayanan masyarakat dalam rangka memperlancar ketertiban dan keamanan Lalu Lintas. 

B. MISI 

Untuk mewujudkan visi tersebut dengan tugas pokok Dinas Kabupaten 

Soppeng,maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. 

1. Menata keparawisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman 

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam  memanfaatkan potensi wisata daerah 

dan meningkatkankan pasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini 

adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, 

pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi 
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kampung terpencil dan didukung dengan peningkatan kapasitas dan kualitas terminal 

serta memperbaiki sistem lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan tertib kendaraan. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng sebagai SKPD pembantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah di bidang Perhubungan 

.Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap 

pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 

 
Visi : Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik 

No 
Misi dan Program KDH dan 

Wakil KDH terpilih 
Permasalahan Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Misi 4 : Menata 
keparawisataan dan sistem 
transportasi yang  baik dan 
nyaman 

 Alat pengujian kendaraan bermotor 
belum optimal menjalankan 
fungsinya 

 Kondisi pelayanan parkir yang belum 
optimal optimal 

 Belum optimalnya pelayanan fasilitas 
kelengkapan jalan (rambu, marka,). 

 Tidak adanya 
pengkalibrasian ulang pada 
alat pengujian kendaraan 
bermotor 

 Tingkat kedisiplinan petugas 
parkir rendah 
 

 Belum adanya database 
analisis kebutuhan fasilitas 
kelengkapan jalan 

 Menciptakan 
keselamatan dan 
kenyamanan 
berlalu lintas 

 Sosialisasi dan 
pembinaan kepada 
petugas parkir  

 UU 22 tahun 2009 
tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan 

 

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2015-2019  

A.   TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN  TAHUN 2015-2019  

  Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam 

RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan 

tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis 

Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) 

keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi 

sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang 

handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.  

i. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, 

nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu 

mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;  

ii. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, 

terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya 

saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;  
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Tabel 3.4 
Faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD terhadap Sasaran Jangka Renstra 

Menengah Kementrian Perhubungan 
 

No 
Sasaran Jangka Menengah Renstra 

Kementrian Perhubungan 
Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

1 Menurunnya angka kecelakaan 
transportasi 

Kurang optimalnya pengawasan 
dan sosialisasi/pembinaan kepada 
masyarakat berkenaan dengan 
standar keselamatan, peraturan 
lalu lintas, terminal dan perparkiran 
karna keterbatasan anggaran. 

Tingginya kesadaran 
masyarakat untuk 
memenuhi tata tertib lalu 
lintas 

Adanya factor manusia 
(human error) pada saat 
berkendara seperti 
kondisi fisik yang lelah, 
mengantuk, dan 
keslahan membaca 
petunjuk jalan. 

2. Menurunnya jumlah gangguan 
keamanan dalam penyelenggaraan 
transportasi. 

Terbatasnya SDM Dinas 
Perhubungan  

Terciptanya lingkungan 
yang kondusif 
 
 

Tingginya angka kriminal 
 

3 Terpenuhinya sdm transportasi dalam 
jumlah dan kompetensi sesuai dengan 
kebutuhan  

Terbatasnya pelatihan  dalam 
rangka meningkatkan Kualitas dan 
kuantitas SDM. 

Peningkatan Pelatihan  
sumber daya manusia 
yang melaksanakan 
kegiatan 
di bidang transportasi 
darat 

Masih kurangnya 
personil dan 
tenaga/SDM yang 
mempunyai keahlian 
khusus bidang terminal, 
pengujian kendaraan 
bermotor, MRLL, 
evaluasi, pengendalian  
dan pengelolaan 
perparkiran 

4 meningkatnya kapasitas sarana dan 
prasarana transportasi dan 
keterpaduan sistem transportasi 
antarmoda/multimoda 

Terbatasnya pendanaan 
pemerintah dalam melaksanakan 
pemeliharaan dan rehabilitasi 
prasarana dan sarana yang ada, 
sehingga masih dijumpai beberapa 
kondisi prasarana dan sarana yang 
kurang perawatan, terutama untuk 
transportasi jalan, 

Sangat diperlukan 
adanya pemenuhan 
terhadap sarana dan 
prasarana 
penunjang kegiatan 

Lemahnya Data Base 
berkaitan dengan 
Kebutuhan dan data 
yang ada mengenai 
kondisi fasilitas 
perlengkapan jalan 
seperti rambu, marka 
dan guardrill, serta 
fasilitas lainnya seperti 
traffic light, warning light, 
zebra cross dan CCTV. 

5 Meningkatnya pelayanan angkutan 
umum massal perkotaan 

Masih kurangnya personil dan 
tenaga/SDM yang mempunyai 
keahlian khusus bidang terminal, 
pengujian kendaraan bermotor, 
MRLL, evaluasi andalalin dan 
pengelolaan perparkiran 

Kemudahan dalam 
perijinan angkutan 
umum dan pelayanan 
pengujian kendaraan 
bermotor; 

Jumlah angkutan umum 
di Kota Soppeng 
semakin berkurang, hal 
tersebut disebabkan 
berkurangnya 
peminat/pengguna 
angkutan umum dan 
lebih banyak masyarakat 
menggunakan 
kendaraan pribadi. 

 

3.4TELAAH RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN  INFORMATIKA PROVINSI 

SULAWESI SELATAN 

  Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah  “Dinas Perhubungan Kominfo sebagai Penyelenggara Transportasi Dan 

Komunikasi Yang Profesional Dan Handal Menuju Tercapainya Simpul Konektivitas Di 

Kawasan Timur Indonesia”. 
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  MISI Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan 

 adalah :  

a) Menyediakan sarana dan prasarana perhubungansesuai kebutuhan; 

b) Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan mampu 

menjangkau seluruh Provinsi Sulawesi Selatan.  

c) Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan   keamanan, 

keselamatan, ketertiban transportasi;  

d) Mensinergikan potensi perhubungan, komunikasi dan informatika dengan swasta, 

masyarakat dan pemerintah;  

e) Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas 

secara profesional. 

 

Tabel 3.5 

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD terhadap Sasaran Jangka Renstra 

Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Provinsi Sulawesi Selatan 

 

No 
Sasaran Jangka Menengah Renstra 

Dinas Perhubungan Kominfo 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

 

3.5  TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH dan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP    

STRATEGIS KABUPATEN SOPPENG 

 a.   Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. SOppeng 

   Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan  pendorong dari 

pelayanan  Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD 

ditinjau dari implikasi RTRW. 

 

2 Meningkatkan aksebilitas masyarakat 
akan layanan trasportasi, komunikasi 
dan informasi dengan pengaturan 
regulasi dan penetapan harga yang 
terjangkau oleh lapisan masyarakat 

Kurang optimalnya pengawasan 
dan sosialisasi kepada masyarakat 
berkenaan dengan penetapan  tarif 
angkutan umum yang selalu 
berubah 

Dilakukannya 
musyawara atau survei 
kepada masyarakat dan 
penyedia layanan 
angkutan untuk 
mendapatkan hasil yang 
disepakati dan tidak 
memberatkan pihak 
manapun 

Kurangnya kesadaran 
dari masyarakat dan 
penyedia angkutan akan 
pentingnya musyawara 
dalam penetapan tarif 
angkutan 

3 Menciptakan sistem kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintahan yang 
bersih ,efektif, efisien, transparan , 
profesional dan akuntabel 

Kurangnya akses masyarakat 
untuk memantau langsung 
informasi dan kegiatan yang ada di 
pemerintahan 

Tersedianya suatu ruang 
publik yang dapat di 
akses oleh masyarakat 
yang menampilkan 
semua kinerja dan 
kegitan yang ada di 
pemerintahan 

Tidak tersedianya ruang 
akses publik (media 
center) 
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Tabel 3.6 
Faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD 

 terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab. Soppeng 
 

No 
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Faktor 

Pendorong Penghambat 

A 
Sistem jaringan Lalu Lintas, 

Angkutan Jalan dan Penyebrangan 

   

1 Trayek angkutan meliputi : 

a. Trayek angkutan barang terdiri atas 

Sentra-sentra produksi di Kabupaten 

Soppeng menuju ke Kota Makassar, 

Kota pare-pare dan Kabupaten 

Bone. 

b. Trayek angkutan penumpang antar 

kota antar provinsi (AKAP). 

c. Trayek angkutan penumpang antar 

kota dalam provinsi (AKDP). 

d. Trayek angkutan penumpang 

pedesaan. 

 

 

a.  

TTrayek angkutan barang adalah 

provinsi. 

 

 

 

 

 

 

BBelum semua kecamatan memiliki 

terminal untuk menaikkan dan 

menuurnkan penumpang. 

 

 

 

Mobilitas 

penumpang cukup 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

Mobilitas 

penumpang 

angkutan umum 

cukup baik. 

 

 

 

Jaringan dan regulasi 

trayek belum ada. 

 

 

 

 

 

 

Jaringan trayek yang 

sudah ada sekarang 

perlu ditinjau karna 

terlalu banyak.  

2. Rencana terminal yang meliputi : 

a. Rencana pembangunan terminal 

penumpang tipe C di kecamatan 

Lalabata. 

b.Pembangunan Terminal penumpang 

terdiir dari : 

1.  Terminal Cabbebge di Kecamatan 

Lilirilau. 

2.  Terminal Takalala di Kecamatan 

Marioriwawo. 

3.  Terminal Batu-batu di Kecamatan 

marioriawa. 

4.  Terminal tajuncu di kecamatan 

Donri-donri 

5.  Terminal Ganra di Kecamatan 

Ganra. 

c. Rencana pembangunan terminal 

barang terdapat di Kecamatan Lilirilau 

 

a. L.okasi belum ada yang dapat 

untuk di survey 

 

1.  Lokasi kurang luas 

2. Lokasi kurang luas. 

 

3. Lokasi kurang luas. 

 

Belum ada SDM yang mampu 
mnegelola. 

 

a. Jumlah MPU 

angkutan pedesaan 

cukup banyak yang 

beroprasi. 

b. Jumlah MPU 

angkutan pedesaan 

cukup banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Angkutan barang 

dari Soppeng setiap 

hari selalu 

bertambah yang 

akan kelaur daerah. 

 

a. Masih banyak 

masyarakat 

berkeinginan terminal di 

kota. 

 

 

1.Kondisi sekarang di 

Pasar Cabbeng selalu 

macet 

 

 

 

 

 

 

c. Mobilitas terganggu oleh 

jaringan jalan yang 

masih berkelas rendah. 

3 

Simpul Transportasi penyebrangan 

terdiri dari : 

a.   Pelabuhan penyebrangan danau 

tempe di Dermaga TPI Salomate 

kecamatan marioriawa, dan 

b.    Pelabuhan penyebrangan danau 

tempe di PPI Anetue kecamatan 

Marioriwa. 

 

 

a.Belum ada SDM yang mampu 

mnegelola 

 

b. Belum ada SDM yang mampu 

mnegelola. 

 

 

a. Transportasi di 

Danau Tempe 

cukup ramai dan 

membantu 

masyarakat untuk 

pemasaran hasil 

tangkapan di Danau 

Tempe 

 

 

a.Belum ada koordinasi 

dengan instansi terkait 

 

b. Belum ada koordinasi 

dengan instansi terkait 
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b.   Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis  Kab. Soppeng 

   Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari 

pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau 

dari implikasi KLHS. 

Tabel 3.7 

Permasalahan pelayanan SKPD terhadap Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan 
Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No 
Hasil KLHS terkait 
Tugas dan Fungsi 

SKPD 

Permasalahan  
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Perkiraan dampak dan 
resiko lingkungan hidup  
 
Tingkat kerentanan 
dan kapasitas adaptasi 
terhadap perubahan 
iklim 

Kurangnya pengawasan, 
pembinaan pada masyarakat 
umum maupun pengendara 
kendaraan umum tentang 
dampak yang ditimbulkan oleh 
peningkatan polusi udara 
akibat kendaraan. 

 Kurangnya 
pemahaman 
pemangku 
kepentingan terkait 
perlunya kajian 
lingkungan terhdap 
setiap perencanaan 
Program dan 
Kegiatan. 

 Adanya KLHS RPJMD Kab. 
Soppeng duntuk 
mengidentifikasi langkah 
mitigasi terhadap 
kemungkinan dampak 
negative yang ditimbulkan 
oleh Peningkatan Polusi 
udara akibat kendaraan 

 
 Pembangunan sarana dan 

prasarana  

transportasi yang ramah 
lingkungan dan tahan  

terhadap dampak 
perubahan iklim/cuaca  

ekstrim;  

 
 Adanya Instansi 

pemerintah dan Lembaga 
masyarakat pemerhati 
lingkungan 

 

3.6  ISU-ISU STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI 

 Dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas perhubungan tetap 

mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan 

kebijakan Pemerintah propinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan kondisi sekarang 

maka Dinas perhubungan akan berusaha meningkatkan fungsinya sebagai perangkat daerah 

khususnya di bidang Perhubungan. Namun berbagai dinamika perubahan lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng adalah 

sebagai berikut : 

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam disiplin berlalu lintas 

Factor yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kurang 

kesadaran dari pengendara kendaraan itu sendiri, dimana sering terjadi pelanggaraan 

yang sifatnya tidak mentaati rambu-rambu jalan yang telah dipasang di sepanjang jalan 
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yang dianggap memerlukan rambu-rambu guna keselamatan pengendara maupun 

pengguna jalan, khususnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas keselamata 

pengendara jalan. 

 Di samping factor eksternal, juga beberapa factor yang juga berpengaruh 

terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng. 

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana 

dan prasarana, kelembagaan, dan ketatalaksanaan dalam menghadapi dinamika 

perubahan lingkungan. 

 Berikut ini beberapa kondisi ineternal yang berpengaruh terhadap Dinas 
Perhubungan Kabupaten Soppeng : 
 
a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia DISHUB 

Dari segi kuantitas,  sumber daya manusia aparatur Dishub Kabupaten Soppeng, 

namun dari segi kualitas SDM aparatur belum memadai untuk mengerjakan fungsi di 

bidang aparatur Dishubdiklat perjenjangan Bagi pejabat structural maupun 

fungsional khusus. 

b. Potensi SDM atau Tekhnis Bidang Perhubungan Tidak Sebanding Dengan 
Beban Pekerjaan yang semakin bertambah. 
 
Dari tahuin ke tahun beban pekerjaan semakin bertambah dengan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat pada bidang perhubungan sehingga memerlukan 

aparatur yang kompeten dalam bidang tersebut, tetapi Dinas Perhubungan 

sementara ini kekurangan tenaga aparatur dalam bidang tekhnis perhubungan. 
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BAB  IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi  dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng,dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 

19/PERBUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng. Maka Dinas Perhubungan,  

berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala  

Dinas  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng adalah 

untuk membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

Untuk mendukung terlaksananya dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, 

maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng merumuskan Visi dan Misi dengan tetap mengacu 

pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2016  - 2021 sebagai berikut : 

4.1 VISI dan MiSI  

a. Visi 

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang 

ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (Lima) 

tahun yang akan datang. Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 adalah : 

 

 

Keterkaitan Visi Kabupaten Soppeng  dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Soppeng, dapat dilihat pada  Peningkatan Pelayanan dan 

Penyebaran Akses Perhubungan, yang lebih baik., maka dengan ini sangat berhubungan erat 

terhadap pelayanan masyarakat dalam rangka memperlancar ketertiban dan keamanan Lalu 

Lintas  

Visi Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021  adalah sebagai 

berikut : 

ȱ Terciptanya penyelenggaraan dan Pelayanan  Bidang Perhubungan,  

Yang Lebih Baik  Tahun 2021”. 

PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK 
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Pernyataan Visi tersebut  memiliki  makna sebagai berikut : Dinas Perhubungan, 

Kabupaten Soppeng kedepan mampu menjadi institusi yang memiliki komitmen dan 

kemampuan dalam mengatur sistem Perhubungan yang lebih baik sehingga mewujudkan 

aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, 

cepat, lancar tertib. Dan penyelenggaraan yang dapat memberdayakan masyarakat dan 

memberikan nilai tambah, sehingga perhubungan menjadi pendorong, penggerak, dan 

penunjang penyelenggaraan pembangunan Daerah yang lebih baik. 

b. Misi 

Misimerupakan tugas Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng dalam melakukan 

pelayanan transportasi, dalam  rangka mencapai terwujudnya Visi dan Misi pembangunan 

Kabupaten Soppeng yang di topang dari nilai – nilai dasar yang menjadi bingkai dalam 

penyelenggaraan  pemerintahan dan tata pergaulan yang dianut oleh masyarakat bugis dan 

dengan tekat Yassisoppengeng Soppeng. 

Perumusan misi disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, 

khususnya  misi pembangunan Kabupaten Soppeng dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten 

Soppeng, dengan tidak menutup kemungkinan perubahan sesuai dengan tuntutan  

perkembangan/zaman.  Misii Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang sesuai 

dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng yaitu : 

1.   Menata keparawisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman 

   Fokus  dari  misi  ini  adalah  upaya  umum  dalam  memanfaatkan potensi 

wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas 

dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek 

wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka 

isolasi kampung terpencil dan didukung dengan peningkatan kapasitas dan kualitas 

terminal serta memperbaiki sistem lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan tertib 

kendaraan.  

   Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng sebagai SKPD pembantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah dan tugas pembantuan 

di bidang Perhubungan. Misi Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng  Tahun 2016-2021 

yaitu sebagai berikut : 

 

 

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 

1. Meningkatkan pelayanan dan penataan sarana dan prasarana perhubungan untuk 

menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas darat dan sungai. 

2. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta 

profesionalisme sumber daya manusia. 
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4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 

 a. Tujuan 

 Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi,tujuan adalah 

 apa yang  ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahunan. 

 Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi  dengan menjawab isu 

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah 

Tujuan, indikator kinerja tujuan dan target kinerja tujuan RPJMD : 

Tabel 4.1  Tujuan, indikator kinerja tujuan dan target kinerja tujuan RPJMD 

 

Sejalan dengan Tujuan RPJMD, maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng 

menetapkan tujuan sebagai berikut : 

1) Mewujudkan Penyelenggaraan Perhubungan dan transportasi yang aman dan tertib 

2) Meningkatkan kinerja aparatur 

b. Sasaran Jangka Menengah SKPD 

 Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuai yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam kegiatan atau operasional organisasi 

pemerintah dalam jangka  tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.  Sasaran 

organisasii ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat 

diukur dengan jelas.Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan 

– tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus  pada 

penyusunan kegiatan sehingga bersifat  spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. 

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis 

instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber 

daya organisasi.   

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Perhubungan,Kabupaten Soppeng 

menetapkan sasaran sebagai berikut : 

0,04 0,04 0,05

2019

0,04

Tujuan I

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Wilayah

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur 

perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, 

barang dan jasa

1
Rasio jumlah kendaraan dengan 

panjang jalan
0,04 0,04 0,04

Indikator 

Kinerja Sasaran
Sasaran

Target Kinerja Sasaran 

2021
NO 2015 2016 2017 2018 2020



28 
 

 

RENSTRA DISHUB KABUPATEN SOPPENG 2016-2021 

1) Meningkatkannya pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang 

Perhubungan 

2) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan ketersediaan sarana dan 

prasarana bidang perhubungan 

3) Meningkatnya Pelayanan Penerangan Jalan 

Tabel 4.2 sasaran jangka menengah 

 

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

A.  STRATEGI 

1. Faktor Kunci Keberhasilan. 

   Faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) adalah merupakan faktor 

penentu yang sangat penting dalam menetapkan pencapaian keberhasilan sebuah 

organisasi. 

Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa 

faktor  lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan  SWOT. 

 Adapun faktor – faktor keberhasilan, yang dimaksud tersebut di atas yakni 

dengan : 

a. Tersedianya jaringan perhubungan yang handal. 

b. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan skala 

prioritas. 

c. Terselenggaranya tingkat pelayanan perhubungan sesuai standar pelayanan minimal. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Mewujudkan 

pengelenggaraan 

perhubungan dan transportasi 

yang aman dan tertib

% Penurunan Angka 

Kecelakaan LLAJ
80% 82% 84% 86% 90% 95%

Meningkatkan pelayanan ketersediaan sarana dan 

prasarana bidang perhubungan

Persentase Pemenuhan sarana 

dan fasilitas LLAJ 
81% 82% 83% 85% 87% 90%

Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan 

ketersediaan sarana dan prasarana bidang 

perhubungan

Persentase kendaraan umum 

yang laik jalan
81% 82% 83% 84% 85% 86%

Persentase ketersediaan sarana 

perhubungan darat yang nyaman
82% 83%

Meningkatnya Pelayanan Penerangan 

Jalan

% Panjang jalan yang 

terlayani penerangan
82% 82% 82% 82% 83%

2
Meningkatnya kinerja 

aparatur

% aparatur yang berkinerja 

baik
100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya efektifitas dan efesiensi 

pengelolaan administrasi umum dan keuangan
% kepuasan pegawai terhadap 

pelayanan administrasi umum dan 

keuangan

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas 

sarana dan prasarana perkantoran

% sarana dan prasarana kantor 

dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100%

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

INDIKATOR TUJUANNO. TUJUAN

Target kinerja Pada Tahun Ke
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d. Tersedianya mobiltas bagi pergerakan personil untuk pengendalian dan pengawasan 

pengguna transportasi. 

e. Terdidiknya SDM Aparatur melalui diklat teknis. 

f. Penyebaran akses informasi secara merata. 

 

 1.1. Strategi pengembangan transportasi darat , danau dan sungai. 

Dalam upaya pengembangan transportasi darat, danau dan sungai di wilayah 

Kabupaten Soppeng, diperlukan strategi  sebagai berikut : 

a. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan 

administrasi umum dan kepegawaian 

b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM 

yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai 

c.   Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan, 

keuangan dan pelaporan kinerja 

d. Mengotimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 

e. Meningkatkan kualitas bagi pegawai 

f.    Optimalisasi pelayanan , pengelolaan dan penataan fsilitas sarana dan prasarana 

perhubungan. 

g. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan 

transportasi jalan. 

h.   Menyediakan data base penggunaan dan pemanfaatan jalan baru pemeliharaan 

lampu jalan dan mnyediakan lampu tenaga surya pada titik titik tertentu serta 

mengganti lampu jalan dengan LED. 

B.Kebijakan 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah 

disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan melalui kewenangan untuk dijadikan 

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur ataupun 

masyarakat agar tercapai  kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi. 

Kebijakan yang ditetapkan dilandaskan kepada perencanaan strategis 

Kabupaten Soppeng dalam setiap program Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng 

melalui peningkatan kualitas sarana  dan prasarana wilayah dan peningkatan kinerja  

SKPD, yang dijabarkan dengan upaya sebagai berikut : 

a. Peningkatan pelayanan kepegawaian 
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b. Peningkatan pengelolaan kepegawaian 

c.  Pelaksanaan pelatihan 

d. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

e. Pemeliharaan sarana perkantoran 

f.   Inventarisasi sarana dan prasarana 

g. Meningkatkan Pelayanan Publik dan kualitas pelayanan transportasi  melalui penyediaan 

fasilitas sarana dan prasarana perhubungan 

h. Pemenuhan standar keselamtan transportasi berupa perlengkapan keselamatan 

transportasi jalan  

i. Penyusunan data base lampu penarangan jalan dan pemeliharaan lampu jalan, 

penggantian lampu jalan dengan lampu LED dan pemasangan lampu surya.
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Tabel 4.3 

                        Keterkaitan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
Mengoptimalkan penggunaan sistem 

informasi dalam rangka dukungan 

pelaksanaan adminstrasi umum dan 

kepegawaian

peningkatan pelayanan kepegawaian

Mengoptimalkan fungsi pengembangan 

pegawai guna memenuhi kebutuhan 

SDM yang berkualitas melalui 

pendidikan dan pelatihan bagi para 

pegawai 

Peningkatan pengelolaan kepegawaian

Meningkatkan penyelenggraan layanan 

administrasi keuangan, pelaporan 

keuangan dan pelaporan kinerja

Pelaksanaan Pelatihan

Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan 

prasarana perkantoran 

Pengadaan sarana dan prasrana sesuai dengan 

kebutuhan

Meningkatkan kualitas bagi pegawai Pemeliharaan sarana perkantoran

Inventarisasi sarana dan prasarana

VISI : òTerciptanya penyelenggaraan dan pelayanan bidang Perhubungan yang Lebih Baik Tahun 2021"

MISI I  :MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN UNTUK MENCIPTAKAN KEAMANAN, 

KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DARAT.

 Meningkatkan Pelayanan Publik melalui 

penyediaan fasilitas sarana dan prasarana 

perhubungan

Meningkatkan kualitas  penerangan jalan

Menyediakan data base penggunaan dan 

pemanfaatan lampu jalan dalam 

menentukan pemasangan lampu jalan 

baru, pemeliharaan lampu jalan dan 

menyediakan lampu tenaga surya pada titik 

titik tertentu serta mengganti lampu jalan 

dengan  LED 

Penyusunan data base lampu penerangan jalan 

dan pemeliharaan lampu jalan, penggantian lampu 

jalan dengan lampu LED dan pemasangan lampu 

surya

 Mewujudkan 

penyelenggaraan 

perhubungan dan 

transportasi yang aman 

dan tertib

Pemenuhan standar keselamatan transportasi 

berupa perlengkapan keselamatan transportasi 

jalan

Meningkatkan ketersediaan kualitas sarana 

dan prasarana aparatur

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pengelolaan administrasi umum dan 

keuangan

Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan 

dan Penataan fasilitas sarana dan 

prasarana perhubungan

meningkatnya kualitas pelayanan 

transportasi dan ketersediaan sarana dan 

prasarana bidang perhubungan

MISI II : 2. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya manusia.

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana 

dan prasarana transportasi

 Meningkatkan Pelayanan dan Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.

Meningkatkan kinerja 

aparatur
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BBAABB  VV  
RENCANA  PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Penjabaran Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten SoppengTahun 

2016-2021, dalam bentuk program kegiatan yang tersusun dengan baik dengan skala prioritas  sesuai 

dengan kebutuhan dan perencanaan pendanaan yang mendukung, akan diuraikan sebagai berikut : 

A.   Perencanaan Kegiatan Bidang Transportasi (Perhubungan). 

Kebijakan penanganan dan pengembangan transportasi yang telah ditetapkan, terdiri 

dari beberapa program dan beberapa kegiatan sebagai berikut  : 

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana  alat pengujian kendaraan bermotor. 

- Rehabilitasi Pemeliharaan Rambu-Rambu 

- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan. 

2. Program pelayanan angkutan, dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 

- Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan. 

- Kegiatan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang. 

- Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 

- Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan 

- Monitoring dan evaluasi dan Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan 

- Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor 

3. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pengadaan rambu - rambu lalu lintas. 

- Pengadaan marka jalan 

- Pengadaan pagar pengaman jalan 

- Pengadaan fasilitas keamanan. 

4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Pembangunan gedung terminal 

- Pembangunan halte/salter. 

- Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 

5. Program Penerangan Jalan, dengan kegiatan sebagai berikut : 

- Penyusunan data base lampu jalan. 

- Pemeliharaan rutin / berkala penerangan lampu jalan. 

- Pemasangan baru titik lampu jalan. 
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- Pemasangan lampu tenaga surya. 

- Pengadaan lampu LED. 

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran indikatif 

yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung keberhasilan 

pembangunan 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 : 
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Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Mewujudkan 

penyelenggaraan 

perhubungan dan 

transportasi yang 

aman dan tertib

% Penurunan 

Angka Kecelakaan 

LLAJ

Meningkatkan pelayanan 

ketersediaan sarana dan 

prasarana bidang 

perhubungan

Persentase 

Pemenuhan  

fasilitas LLAJ 

07 01 16 Program  Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ

Persentase prasarana dan 

fasilitas LLAJ dalam kondisi 

baik (%)

85,54 87,86 154.450 93,75 172.984 95,86 193.742 100 216.991 100 243.030 100 272.194 100 1.253.391 sarana 

parasarana

07 01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan 

sarana alat pengujian 

kendaraan bermotor

Jumlah alat pengujian 

kendaraan bermotor yang 

direhab

8 Jenis 40.000 8 Jenis 43.000 8 Jenis 66.500 8 Jenis 66.500 8 Jenis 90.000 8 Jenis 306.000 sarana 

parasarana

07 01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan 

terminal

Jumlah terminal yang di 

rehab

6 terminal 44.838 6 terminal 50.000 6 terminal 48.000 6 terminal 58.000 6 terminal 58.000 6 terminal 77.194 6 Terminal 336.032 sarana 

parasarana

07 01 16 05 Rehabilitasi dan pemeliharaan 

rambu-rambu

Jumlah rambu-rambu yang 

direhab/dipelihara

193 Buah 56 buah 79612 56 buah 52984 57 buah 67742 56 buah 53991 56 buah 80030 56 buah 63000 397.359 sarana 

parasarana

- Pemeliharaan marka jalan 2.000 Mtr 30.000 2.000 Mtr 30.000 2.000 Mtr 35.000 2.000 Mtr 38.500 2.000 Mtr 38.500 2.000 Mtr 42.000 12,000 Mtr 214.000 sarana 

parasarana

07 01 19 Program Peningkatan dan 

Pengamanan Lalu Lintas

Pemenuhan  sarana 

pengamanan lalu lintas (%)

85 87 235.000 90 1.235.000 93 920.000 96 880.000 99 975.000 100 935.000 100 5.180.000 sarana 

prasarana

07 01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu 

lintas

jumlah rambu-rambu yang 

diadakan

96  buah 132 buah 151.000 140 buah 205.000 130 buah 155.000 140 buah 205.000 130 buah 155.000 732 buah 871.000 sarana 

prasarana

07 01 19 02 Pengadaan marka jalan Panjang marka jalan yang 

diadakan

5378 m 188.265 2000 m 70.000 258.265 sarana 

prasarana

07 01 19 03 Pengadaan pagar pengaman 

jalan

Panjang pagar pengaman 

jalan yang diadakan

`

40 Mtr 46.735 128 Mtr 150.000 128 Mtr 160.000 128 Mtr 170.000 128 Mtr 180.000 128 Mtr 190.000 680 Mtr 896.735 sarana 

prasarana

07 01 19 04 Pengadaan fasilitas 

keselamatan

Jumlah fasilitas keselamtan 

yang diadakan

129 buah 59 buah 864.000 83 buah 555.000 83 buah 555.000 83 buah 590.000 83 buah 590.000 498  buah 3.154.000 sarana 

prasarana

Meningkatnya kualitas 

pelayanan transportasi 

dan ketersediaan sarana 

dan prasarana bidang 

perhubungan

Persentase 

kendaraan umum 

yang laik jalan

07 01 17 Program  Pelayanan 

Angkutan

Jumlah orang yang terlayani 

angkutan umum (orang)

858.240 900.000 130.000 925.000 131.000 950.000 147.000 975.000 153.000 1.000.000 164.000 1.025.000 170.000 1.025.000 895.000 LLAJ

07 01 17 1 Kegiatan penyuluhan bagi para 

sopir/juru mudi untuk 

peningkatan keselamatan 

penumpang

Jumlah sopir / juru mudi 

yang mendapatakan 

penyuluhan untuk 

peningkatan keselamtan 

penumpang

50 10.850 200 11.000 250 12.000 300 13.000 350 14.000 400 15.000 1.550 75.850 LLAJ

07 01 17 02 Peningkatan disiplin masyarakat 

menggunakan angkutan

Jumlah kegiatan Penertiban, 

pengendalian kendaraan 

angkutan umum

48 kali 48  Kali 57.500 48  Kali 35.000 48  Kali 37.000 48  Kali 38.500 48  Kali 39.000 48  Kali 40.000 288  Kali 247.000 LLAJ

07 01 17 04 Uji kelayakan sarana 

transportasi guna keselamatan 

penumpang

Jumlah Kendaraan angkutan 

umum yang wajib di uji

740 unit 1066 unit 51.650 1100 unit 35.000 1150 unit 41.000 1200 unit 41.500 1250 unit 43.000 1300 unit 47.000 1300 unit 259.150 LLAJ

07 01 17 14 Sosialisasi / penyuluhan 

ketertiban lalu lintas dan 

angkutan

Jumlah aparatur LLAJ yang 

mengikuti 

sosilisasi/penyuluhan

70 orang 70 orang 30.000 71 orang 31.000 72 orang 31.500 73 orang 32.000 74 orang 32.000 74 orang 156.500 LLAJ

07 01 17 15 Pemilihan dan penghargaan 

sopir/juru mudi/awak kendaraan 

angkutan teladan

Jumlah kegiatan Terpilihnya 

sopir teladan dan jumlah 

sopir yang lolos seleksi ke 

tingkat propinsi

1 kali, 1 orang 1 kali, 1 orang 5.000 1 kali, 1 orang 3.000 1 kali, 1 orang 4.000 1 kali, 1 orang 4.500 1 kali, 1 orang 5.000 1 kali, 1 orang 6.000 6 kali, 6 0rang 27.500 LLAJ

(4)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan 

(2015)

Target kinerja sasaran dan indikator pendanaan pada tahun Kondisi kinerja pada akhir periode 

renstra SKPD
Program/Kegiatan

Unit kerja 

SKPD 

Penanggung 

jawab

indikator kinerja program 

(outcome) dan kegiatan (output) lo
ka

si2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lampiran Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DISHUB  KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode rekening
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Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)(4)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan 

(2015)

Target kinerja sasaran dan indikator pendanaan pada tahun Kondisi kinerja pada akhir periode 

renstra SKPD
Program/Kegiatan

Unit kerja 

SKPD 

Penanggung 

jawab

indikator kinerja program 

(outcome) dan kegiatan (output) lo
k
a
s
i

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode rekening

07 01 17 17 Monitoring dan evaluasi 

pelayanan angkutan

Jumlah kegiatan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan

48 Kali 12.000 48 Kali 14.000 48 Kali 15.000 48 Kali 21.000 48 Kali 26.000 48 kali 88.000 LLAJ

Monitoring dan pengawasan 

bengkel kendaraan bermotor

jumlah pembinaan dan 

pengawasan bengkel 

kendaraan bermotor

12 kali 12 kali 5.000 12 kali 5.000 12 kali 8.000 12 kali 9.000 12 kali 10.000 12 kali 10.000 72 kali 47.000 LLAJ

Meningkatnya kualitas 

pelayanan transportasi 

dan ketersediaan sarana 

dan prasarana bidang 

perhubungan

Persentase 

ketersediaan 

prasarana 

perhubungan darat 

yang nyaman

07 01 18 Program Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Perhubungan

Jumlah terminal

6 6 5 3.500.000 6 8.000.000 6 0 6 0 6 0 6 11.500.000
sarana 

prasarana

07 01 18 01 Pembangunan gedung terminal Jumlah terminal yang 

dibangun

1 Paket 3.410.000 1 paket 7.850.000 2 paket 11.260.000 sarana 

prasarana

07 01 18 02 Pembangunan halte/salter Jumlah halte/ salter yang 

dibangun

1 Paket 50.000 1 Paket 70.000 2 paket 120.000 sarana 

prasarana

Perencanaan pembangunan 

prasarana dan fasilitas 

perhubungan

Jumlah tatralok yang disusun 1 dok 40.000 2 dok 80.000 3 dok 120.000 sarana 

prasarana

Meningkatnya Pelayanan 

Penerangan Jalan

% Panjang jalan 

yang terlayani 

penerangan

Program Penerangan Jalan panjang jangkauan 

penerangan jalan (km) 121 127 2.000.000 130 2.000.000 133 2.000.000 136 2.000.000 139 2.000.000 139 10.000.000
sarana 

prasarana

Penyusunan Database Lampu 

Jalan

Jumlah dokumen yang 

tersusun
1 dok 1 dok 140.000 1 dok 140.000 1 dok 140.000 1 dok 140.000 1 dok 140.000 1 dok 700.000

sarana 

prasarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Penerangan Lampu Jalan

Jumlah titik lampu jalan yang 

dipelihara
1500 Titik 1500 Titik          1.100.000 1500 Titik     1.100.000 1500 Titik        1.100.000 1500 Titik        1.100.000 1500 Titik      1.100.000 1500 titik 5.500.000    

sarana 

prasarana

Pemasangan baru titik lampu 

jalan
Jumlah titik lampu jalan baru 20 titik 250.000           20 titik 250.000       20 titik 250.000         20 titik 250.000          20 titik 250.000       20 titik 1.250.000    

Pengadaan lampu tenaga surya
Jumlah lampu tenaga surya 

yang diadakan
10 titik 230.000           10 titik 230.000       10 titik 230.000         10 titik 230.000          10 titik 230.000       10 titik 1.150.000    

Pengadaan lampu LED
Jumlah Lampu LED yang 

diadakan
33 unit 33 unit 280.000           33 unit 280.000       33 unit 280.000         33 unit 280.000          33 unit 280.000       

10 titik
1.400.000    

Meningkatkan kinerja 

aparatur

% aparatur yang 

berkinerja sangat 

baik

Meningkatnya 

ketersediaan dan kualitas 

sarana dan prasarana 

kantor

Persentase sarana 

dan prasarana 

kantor dalam kondisi 

baik

1 07 02 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan 

kebutuhan sarana prasarana 

perkantoran

75 81.043.500 75 951.000 76 601.000 78 623.000 80 683.000 85 663.000 85 84.564.500

07 01 02 05 Pengadaan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / 

operasional yang diadakan

3 Unit roda 2 3 Unit roda 2 

dan 1 unit 

roda 4

298.000 3 Unit roda 2 

dan 1 unit 

roda 4

450.000 3 Unit roda 

2

80.000 3 Unit roda 2 80.000 5 Unit roda 

2

120.000 3 Unit roda 2 80.000 18  Unit roda 2 

dan 2 unit roda 

4

1.108.000 Sekretariat

07 01 02 07 Pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

diadakan

2 Jenis 2 jenis 29.400.000 3 jenis 35.000 4 jenis 40.000 5 jenis 45.000 6 jenis 50.000 7 jenis 55.000 7 jenis 29.625.000

07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan gedung 

kantor yang diadakan

4 Jenis 10 jenis 51.070.000 11 jenis 45.000 12 jenis 47.000 13 jenis 50.000 14 jenis 52.000 15 jenis 53.000 15 jenis 51.317.000 Sekretariat

07 01 02 10 Tersedianya mebeleur Jumlah  mebeleur kantor 

yang diadakan

2 Jenis 4 jenis 29.100 5 jenis 31.000 6 jenis 33.000 7 jenis 35.000 8 jenis 37.000 9 jenis 40.000 9 jenis 205.100 Sekretariat

07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala 

gedung kantor

luas gedung kantor yang 

dipelihara

70 M2 70 M2 15.000 110 M2 45.000 110 M2 45.000 110 M2 45.000 110 M2 45.000 110 M2 45.000 620 M2 240.000 Sekretariat

07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala 

kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas 

yang dipelihara

12 Unit 16 Unit 203.000 20 Unit 300.000 23 Unit 310.000 25 Unit 320.000 30 Unit 330.000 33 Unit 340.000 33 Unit 1.803.000 Sekretariat

07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala 

perlengkapan gedung kantor

jumlah perlengkapan kantor 

yang dipelihara

3 Unit 3 Unit 18.400 3 Unit 10.000 3 Unit 10.000 3 Unit 10.000 3 Unit 10.000 3 Unit 10.000 3 Unit 68.400 Sekretariat

07 01 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala 

peralatan gedung kantor

jumlah peralatan kantor yang 

dipelihara

41 unit 25.000 42 unit 26000 44 unit 28000 45 unit 29000 46 unit 30000 47 unit 32.000 Sekretariat

07 01 02 46 Pemeliharaan rutin/ berkala 

aplikasi

Jumlah aplikasi yang 

dipelihara

1 aplikasi 10.000 1 aplikasi 10.000 1 aplikasi 10.000 1 aplikasi 10.000 1 aplikasi 10.000 1 aplikasi 10.000 1 aplikasi 60.000 Sekretariat
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Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)(4)

Data Capaian 

pada tahun awal 

perencanaan 

(2015)

Target kinerja sasaran dan indikator pendanaan pada tahun Kondisi kinerja pada akhir periode 

renstra SKPD
Program/Kegiatan

Unit kerja 

SKPD 

Penanggung 

jawab

indikator kinerja program 

(outcome) dan kegiatan (output) lo
k
a
s
i

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode rekening

Meningkatnya efektifitas 

dan efisiensi pengelolaan 

administrasi umum dan 

keuangan

Persentase 

kepuasan pegawai 

terhadap pelayanan 

administrasi umum 

dan keuangan

07 01 03 Program Peningkatan 

Profesionalisme aparatur

% PNS berkinerja baik 80 169.000 82 250.000 84 310.000 86 310.000 88 340.000 90 340.000 95 1.719.000

07 01 03 01 Pengadaan Mesin/kartu absensi jumlah  absensi sidik jari 

yang diadakan

1 unit 8.500 1 unit 8.500 Sekretariat

07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 

beserta kelengkapanya

Jumlah pakaian dinas yang 

diadakan

100 0S 50.000 120 0S 70.000 120 0S 70.000 130 0S 80.000 130 0S 80.000 700 0S 350.000 Sekretariat

07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu  yang diadakan

100 0S 50.000 100 0S 50.000 120 0S 70.000 120 0S 70.000 130 0S 80.000 130 0S 80.000 701 0S 400.000 Sekretariat

07 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur mengikuti 

bimtek

13 40 org 110.500 50 org 150.000 60 org 170.000 60 org 170.000 70 org 180.000 70 org 180.000 240 org 960.500 Sekretariat

07 01 01 Program Pelayanan  

Perkantoran

Persentase penyelesaian 

kegiatan tepat waktu

100 768.317 100 891.500 100 919.000 100 977.000 100 1.006.500 100 1.012.000 100 5.574.317

07 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

jumlah pembayaran jasa 

komunikasi, sumber daya air 

listrik

12 kali 12 klai 78.000 12 kali 80.000 12 kali 82.000 12 kali 84.000 12 klai 86.000 12 kali 88.000 72 kali 498.000 Sekretariat

07 01 01 06 Penyedia jasa pemeliharaan 

dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas 

yang terbayar STNK

12 Kend. 15 kend. 5.000 17 kend. 10.000 19 kend. 11.000 22 kend. 13.000 24  kend. 14.000 26 kend. 15.000 26 kend. 68.000 Sekretariat

07 01 01 08 Penyediaan layanan kebersihan 

kantor

Jumlah petugas kebersihan 

dan jumlah peralatan 

kebersihan

2 orang 6 jenis 2 Orang 5 jenis 17.000 2 Orang 5 

jenis

4.000 2 Orang 5 jenis 4.500 2 Orang 5 

jenis

5.000 2 Orang 5 

jenis

5.500 2 Orang 5 

jenis

6.000 14 Orang 35 

jenis

42.000 Sekretariat

07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor

Jumlah komponen listrik 

yang diadakan

3 jenis 4 jenis 2.500 4 jenis 4.000 4 jenis 4.500 4 jenis 5.000 4 jenis 5.500 4 jenis 6.000 24 jenis 27.500 Sekretariat

07 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah 

tangga

Jenis peralatan rumah 

tangga yang disediakan

3 jenis 4.000 4 jenis 4.500 5 jenis 5.000 6 jenis 5.500 7 jenis 6.000 7 jenis 25.000 Sekretariat

07 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

Jumlah terbitan bahan 

bacaan

5 Terbitan 10 Terbitan 15.000 15 Terbitan 20.000 20 Terbitan 25.000 20 Terbitan 25.000 20 Terbitan 25.000 20 Terbitan 25.000 20 Terbitan 135.000 Sekretariat

07 01 01 16 Penyediaan bahan logistik 

kantor

Jumlah pengisian tabung 

gas

28 kali 30 kali 3.000 30 kali 3.500 30 kali 3.500 30 kali 4.000 30 kali 4.000 30 kali 4.000 180 kali 22.000 Sekretariat

07 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultansi dalam dan luar 

daerah serta kedinasan lainnya

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi 

dalam dan luar daerah

43 kali 56 kali 231.416 60 kali 350.000 70 kali 350.000 80 kali 400.000 85 kali 400.000 87 kali 400.000 438 kali 2.131.416 Sekretariat

07 01 01 20 Peningkatan pelayanan 

administrasi perkantoran

Jumlah paket pelayanan 

perkantoran

5 paket 5 paket 407.601 5 paket 407.000 5 paket 425.000 5 paket 425.000 5 paket 450.000 5 paket 450.000 5 paket 2.564.601 Sekretariat

07 01 01 25 Penyediaan  biaya umum dan 

administrasi pelaksanaan 

pengadaan barang / jasa

Jumlah paket yang dibiayai 

dana dak

4 Paket 1 Paket 8.800 4 Paket 9.000 4 Paket 9.000 4 paket 11.000 4 paket 11.000 4 paket 12.000 4 paket 60.800 Sekretariat

07 01 06 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan

Persentase penyusunan  

pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan tepat waktu

100 68.850 100 68.600 100 68.600 100 68.600 100 68.600 100 68.600 100 411.850

07 01 06 01 Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah dokumen 

perencanaan/pelaporan 

yang disusun

8 Dok 9 Dok 39.600 8 Dok 39.600 8 Dok 39.600 8 Dok 39.600 8 Dok 39.600 8 Dok 39.600 49 Dok 237.600 Sekretariat

07 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun

Jumlah dokumen laporan 

keuangan yang disusun

4 Dok 4 Dok 29.250 4 Dok 29.000 4 Dok 29.000 4 Dok 29.000 4 Dok 29.000 4 Dok 29.000 24 dok 174.250 Sekretariat
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BBAABB  VVII  

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Pertumbuhan transportasi, merupakan indikator fundamental terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per-kapita daerah, yang dapat diukur dengan alat 

analisis topolgi masing – masing daerah. Topologi daerah pada dasarnya membagi daerah 

berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan 

per-kapita daerah. 

Dalam mengukur tingkat kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, 

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per-kapita daerah, yang 

diperoleh setiap tahun, melalui program setiap tahunnya yang diimplementasikan melalui 

kegiatan prioritas dan non prioritas dan atau/kegiatan wajib dan pilihan.Renstra Dinas 

Perhubungan Kabupaten Soppeng merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan 

tugas dengan tetap mengacu pada target, sasaran dan tujuan dengan tingkat pencapaian 

yang maksimal yang tetap mengacu pada tujuan RJPM. Hal tersebut dapat digambarkan 

dalam Tabel 6.1  seperti di bawah ini : 
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TABEL 6.1 
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN  

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
KABUPATEN SOPPENG 2016 

 

No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Target Kinerja 

sasaran Sasaran 

Tujuan 1: 

Meningkatkan kapasitas Infrastruktur Wilayah 

5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur Rasio Jumlah Kendaraan                

  perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, dengan panjang jalan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

  barang dan jasa (S15)                       
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TABEL 6.2 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RENTSRA DAN  IKD 

 
a.IKU SKPD (Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran) 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Mewujudkan 

pengelenggaraan 

perhubungan dan transportasi 

yang aman dan tertib

% Penurunan Angka 

Kecelakaan LLAJ
80% 82% 84% 86% 90% 95%

Meningkatkan pelayanan ketersediaan sarana dan 

prasarana bidang perhubungan

Persentase Pemenuhan sarana 

dan fasilitas LLAJ 
81% 82% 83% 85% 87% 90%

Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan 

ketersediaan sarana dan prasarana bidang 

perhubungan

Persentase kendaraan umum 

yang laik jalan
81% 82% 83% 84% 85% 86%

Persentase ketersediaan 

prasarana perhubungan darat 

yang nyaman

82% 83%

Meningkatnya Pelayanan Penerangan 

Jalan

% Panjang jalan yang 

terlayani penerangan
15% 19% 23% 27% 30%

2
Meningkatnya kinerja 

aparatur

% aparatur yang 

berkinerja baik
100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya efektifitas dan efesiensi 

pengelolaan administrasi umum dan 

keuangan

% kepuasan pegawai terhadap 

pelayanan administrasi umum dan 

keuangan

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas 

sarana dan prasarana perkantoran

% sarana dan prasarana 

kantor dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
Target kinerja Pada Tahun Ke

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN
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b. IKD  (Indikator Kinerja Daerah) 

 

 

THN 0 (2015)

9 Perhubungan

Aspek Pelayanan Umum:

Jumlah arus penumpang angkutan umum orang 942,192 992,448 1,042,704 1,092,960 1,143,216 1,193,472 

Rasio ijin trayek BUAH 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Jumlah uji kir angkutan umum 1066 1,111 1,159 1,208 1,259 1,313 1,368 1,427 1,487

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis BUAH 6 6 6 6 6 6 6 6

Angkutan darat % 6.28 7.204 8.128 9.052 9.976 10.9 11.82 11.82

Kepemilikan KIR angkutan umum % 84.32 84.92 85.52 86.12 86.72 87.32 87.92 87.92 

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 24 24 24 24 24 24 24 24

MPU 76 82 88 94 100 106 112 112

BARANG 86 92 98 104 110 116 122 122

Pemasangan Rambu-rambu % 82 85 88 91 94 97 100 100

Aspek daya Saing;

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum orang 858240 900000 925000 950000 975000 1000000 1025000 1050000

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun orang 14295 16026 17757 19488 21219 22950 25000 25000

10 Komunikasi dan Informatika

Aspek Pelayanan Umum:

Jumlah jaringan komunikasi buah 6 6 6 6 6 6 6 6

Jumlah surat kabar nasional/lokal buah 40 45 50 55 61 66 71 71

Jumlah penyiaran radio/TV lokal buah 5 5 5 5 6 6 6 6

Web site milik pemerintah daerah ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

Pameran/expo kali 5 5 6 6 6 7 7 7

2019 2020 2021

KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR 

PERIODE RPJMD

KONDISI KINERJA PADA AWAL 

PERIODE RPJMD

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

TARGET CAPAIAN RPJMD SETIAP TAHUN

SatuanASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHNO
2016 2017 2018

9 Perhubungan

Aspek Pelayanan Umum:

Jumlah arus penumpang angkutan umum orang 942,192 992,448 1,042,704 1,092,960 1,143,216 1,193,472

Rasio ijin trayek BUAH 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Jumlah uji kir angkutan umum 1066 1,111                         1,159                       1,208                    1,259                     1,313                  1,368                   1,427                     1,487                 

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis BUAH 6 6 6 6 6 6 6 6

Angkutan darat % 6.28 7.204 8.128 9.052 9.976 10.9 11.82 11.82

Kepemilikan KIR angkutan umum % 84.32 84.92 85.52 86.12 86.72 87.32 87.92 87.92

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 24 24 24 24 24 24 24 24

MPU 76,000 82,000 88,000 94,000 100,000 106,000 112,000 112,000

BARAN

G
86,000 92,000 98,000 104,000 110,000 116,000 122,000 122,000

Pemasangan Rambu-rambu % 82 85 88 91 94 97 100 100

Aspek daya Saing;

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum orang 858240 900000 925000 950000 975000 1000000 1025000 1050000

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun orang 14295 16026 17757 19488 21219 22950 25000 25000

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
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Tabel 6.3 

SPM (SPANDAR PELAYANAN MINIMAL) 

 
 

 

SATUAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Perhubungan (PM Perhubungan No. 81/2011)

1

Persentase jumlahjaringan jalan kabupaten/kota yang telah terlayani 

oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu 

kabupaten/kota
% 87,55 77 80,00 82 85 88 90 90

2

Persentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang 

menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan wilayah 

yang telah berkembang terhadap jumlah total jaringan trayek dalam 

suatu kabupaten / kota

% 37 64 66,00 68 70 72 75 75

3

Persentase tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah 

dialyani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte 

pada suatu kabupaten/kota
% 13 20 22,00 25 27 30 33 33

4

Persentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota 

yang telah dialayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah 

jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan % 1 5 7,00 10 13 15 20 20

5

Persentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, 

marka, dan guardrai) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan 

kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan 

kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat 

perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan 

dengan Keputusan Bupati/Wali kota terhadap total kebutuhan fasilitas 

perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/kota.

% 100 65 70,00 75 80 85 90 90

6

% unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki 

populasi kendaraan wajib uji terhadap minimal 4000 (empat ribu) 

kendaraan bermotor wajib uji

% 45,45 77 65,00 70 75 80 85 85

7
Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum 

yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota
% 84 86 88,00 90 92 94 96 96

5 Urusan Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo 22/2010)

- Media massa seperti majalah, radio dan televisi KALI 12 12 14 16 18 20 22 22

- Media baru seperti website (media online) setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari

- Media luar seperti media buletin, leafl et, booklet, brosur, spanduk dan 

baliho
15

1

- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya
Kali

tidak terlaksana 1 1 1

3 15 17 20

Kali

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui

- Media tradisional seperti tunjukan rakyat KALI

22

95 100 1001200

25 27 27

22 25 25

70 75 85 90- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok 

informasi masyarakat
%

PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SPM

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SOPPENG TAHUN 2015

12 15 17 20

1 1 6

No. Urusan/Indikator Kinerja SPM

Kondisi 

kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD

Target Capaian Kinerja SPM 2015Kondisi Kinerja 

SPM pada awal 

periode RPJMD
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BBAABB  VVIIII  

PENUTUP 
. 

A. KESIMPULAN 

Perencanaan Strategis ( Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng 

merupakan pedoman untuk melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang 

dilakukan pada tiap tahun berjalan, selama periode 2016 – 2021, guna mewujudkan visi dan 

misi pembangunan Kabupaten Soppeng. 

Perencanaan Strategis (Renstra) adalah acuan dasar/instrumen pengarah dan 

pengendali, sekaligus alat kontrol bagi stakeholder dan masyarakat didalam pelaksanaan 

kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi  dan 

laporan pelaksanaan atas  kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan dari 

pimpinan SKPD. 

B.  SARAN-SARAN 

Melihat kenyataan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng secara 

menyeluruh, dari berbagai aspek, maka disarankan. 

1. 5 (lima) Citra Manusia Perhubungan perlu dijiwai oleh setiap insan perhubungan dalam 

memikul tanggung jawab yang dibebankan. 

2. Kedisiplinan dan etos kerja aparat perlu ditingkatkan. 

3. Kualitas SDM Aparatur perlu ditingkatkan. 

4. Simpul-simpul Perhubungan, yang sudah ada perlu dibina dan ditingkatkan secara terus 

menerus. 

5. Adanya dukungan pendanaan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, 

khususnya pada kegiatan yang berbentuk fisik. 

 Demikian Penyusunan Perencanaan Strategis ( Renstra ) Dinas Perhubungan, 

Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

              WWaattaannssooppppeenngg,,    2244    JJaannuuaarrii    22001177 

KEPALA DINAS 

 
Drs. A. DARLIAWAN, M.Si 
Pangkat : Pembina TK. I 
NIP. 19590723  198003 1 013 

 



43 
 

 

RENSTRA DISHUB KABUPATEN SOPPENG 2016-2021 



44 
 

 
RENSTRA DISHUB KABUPATEN SOPPENG 2016-2021 



45 
 

 
RENSTRA DISHUB KABUPATEN SOPPENG 2016-2021 

 


